
4. Undang-Undang . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi lrian Barat dan Kabupaten 
Kabupaten Otonom di Provinsi lrian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersihdan Bebasdari Korupsi, 
Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tamba.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 No.nor 135, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia 
Nomcr 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Uodang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otoncmi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Na:nor 155, Tambahan Lemberan Negara 
Repub1ik Indonesia Nomor 6697); 

a. ba.hwa untuk melaksa.nakan ketentuan pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Peruba.han Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

b. ba.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Peruba.han Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021. 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 55 TAHUN 2021 

PROVINS! PAPUA 

BUPATI BIAK NUMFOR 



12. Undang-Undang . 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k lndonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republi.k lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6398); 

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republi.k lndonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republi.k lndonesia 
Nomor 5679); 
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18. Peraturan Pemerintah . 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan A tau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 
Tentang Hale Keuangan/ Administratif Kepala Daerah/ Wakil 
Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil 
Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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26. Peraturan Pemerintah . 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

21. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224}; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165}; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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32. Peraturan Pemerintah . 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo 5556), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersurnber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan clan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 
131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6514) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6542); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); 

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

34. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
60); 

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; 

36. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 309); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis AkruaJ pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Ratun 2018 tentang perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Produk Hukurn Daerah (Serita Negara Republik 
Idonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

42. Peraturan Menteri . 
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51. Peraturan Daerah . 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum dan Dana lnsentif Daerah Tahun Anggaran 
2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19); 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2020 
tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada 
Tahun Anggaran 2020; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung 
penanganan pandemi oorona virus disease 2019 (COVID-19) 
dan dampaknya sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
94/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung 
penanganan pandemi oorona virus disease 2019 (COVID-19) 
dan dampaknya; 

47. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan 
dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka 
Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 
(Covid-19); 

48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Kalsifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 
Nomor 1 ); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023; 
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2) Bertambah/(berkurang) . 

Rp. Nihil 1) Semula 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 91.048.580.378 

4. Pengeluaran pembiayaan 

b. Pengeluaran pembiayaan 

Rp. 17.911.511.627 

Rp. 73.137.068.752 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula 
2) Berta.mbah/(berkurang) 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. l.339.770.194.143 

Rp. 1.284.390.305.392 

Rp. 55.379.888.751 Bertambah/ (berkurang) 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. l.249.291..613.765 

Rp. 1.266.478. 793. 765 

Rp. (17.187.180.000) 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar 
Rp. l.266.478.793.765 bertambah/berkurang sebesar Rp. (17.187.180.0001 
sehingga menjadi Rp. l.249.291.613.765 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah 

Pasal 2 

Pasal 1 

APBD Perubahan terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Tahun Anggaran 
2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nujfor Thaun 
2021 Nomor 3); 
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Pasal 4 . 

Kegiatan, Sub 
Rincian Objek 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemrintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran 
Pcrubahan APBO dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Biak Numfor ini terdiri 
dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; 
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan 

SosiaJ; 
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan lnfrastruktur Menurut Urusan 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 570.000.000.000 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. Nihil 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. Nihil 

Rp. 570.000.000.000 2) Bertam bah/ (berkurang) 
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SEMUEL RUMAIKEUW,S 
PEMBINA TK. I 
NIP. 19730508 2001101004 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN 
CAP/TTD 

MARKUS 0. MANSNEMBRA 

BERJTA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 55 

Diundangkan di Biak 
Pada tanggal 11 November 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

HERRY AR10 NAAP 

Ditetapkan di Biak 
Pada tanggaJ 11 November 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya daJam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa1 6 

Pasa1 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasa1 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa14 
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